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1.1. Latar Belakang

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia saat ini
telah membawa implikasi pada pergeseran format hubungan antar
pemerintah. Istilah otonomi daerah atau dalam bahasa Inggeris
disebut dengan regional autonomy yang berasal dari bahasa Yunani
yaitu autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan.
Sehingga otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan untuk
mengatur sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang
dilakukan oleh suatu daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah
daerah memiliki beberapa kewenangan untuk mengurus rumah
tangganya sendiri. Sedangkan dalam konteks hubungan antar
pemerintah daerah, saat ini posisi satu pemerintah daerah bersifat
otonom dari pemerintah daerah yang lainnya. Dengan demikian, posisi
pemerintah daerah lebih otonom dari pemerintah pusat dan posisi
antar pemerintah daerah adalah setara satu dengan yang lainnya.
Melalui kebijakan otonomi daerah, Pemerintah daerah diberikan
keleluasan untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik
sesama Pemerintah ataupun dengan swasta baik di dalam maupun di
luar negeri, untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan
sinergitas.Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat,
serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan
tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan
karakteristik yang dimiliki Daerah.

Demi mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045, terdapat
beberapa tantangan yang perlu dihadapi diantaranya adalah
kesenjangan sosial antar daerah di Indonesia. Misalnya pada

perspektif ekonomi, perkembangan pendapatan ekonomi di wilayah
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Jawa jauh lebih cepat dibandingkan di luar pulau Jawa. Berdasarkan
data dari BPS pada Triwulan [ 2024, wilayah Jawa memberikan
kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia yaitu sebesar
57,7% dengan pertumbuhan sebesar 4,84% (y-o-y) sedangkan Maluku
dan Papua berkontribusi sebesar 2,62% dengan pertumbuhan di
angka 12,15%, Bali-Nusra berkontribusi sebesar 2.75% dengan
pertumbuhan 5,07%. Sulawesi berkontribusi 6,89% dengan
pertumbuhan 6,35%, Kalimantan berkontribusi 8,19% dengan
pertumbuhan 6,17% serta Sumatera memiliki kontribusi 21,85%
dengan pertumbuhan 4,24%.

Menjawab tantangan dimaksud diperlukan upaya nyata untuk
melakukan percepatan konvergensi daerah, yakni mendorong
percepatan pertumbuhan daerah yang berkembang untuk mengejar
capaian daerah yang lebih maju. Salah satu strategi untuk mencapai
hal ini adalah melalui skema kerja sama daerah untuk menjembatani
potensi ekonomi daerah yang beragam agar bisa berkembang secara
optimal.

Kerja sama daerah merupakan suatu isu yang perlu diperhatikan
karena begitu banyak masalah dan kebutuhan masyarakat di daerah
yang harus diatasi dan dipenuhi dengan melewati batas-batas wilayah
administratif. Untuk mensukseskan kerja sama ini diperlukan
identifikasi isu-isu strategis, bentuk atau model kerjasama yang tepat,
dan prinsip pemerintah saat ini, mengingat perannya dalam
menetukan ketahanan negara, serta melihat prinsip yang menuntun
keberhasilan kerja sama tersebut. Dengan mengingat peran strategis
yang dimainkan Pemerintah Daerah dalam sistem negara kesatuan
ini, maka peningkatan peran dan kemampuan pemerintah dalam
mekanisme kerjasama ini, termasuk penyesuaian struktur dan fungsi
kelembagaannya, harus menjadi agenda penting pemerintah di masa

mendatang.
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UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah lebih tegas
memberikan legalitas yang besar untuk dilaksanakannya kerja sama,
baik kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga
maupun kerja sama dengan lembaga atau pemerintah daerah di luar
negeri. Dalam pasal 363 (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja
sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas
pelayanan publik serta saling menguntungkan.” Bahkan pasal 369
menyatakan dengan tegas akan pentingnya dilakukan kerja sama
dengan menyatakan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai
kerjasama diatur dengan peraturan pemerintah.”

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah RI memang telah
menyadari arti pentingnya kerjasama ini. Salah satunya adalah
dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2018
tentang Kerjasama Daerah. Sebenarnya esensi penyelenggaraan
kerjasama daerah adalah untuk memantapkan hubungan keterkaitan
daerah yang satu dengan daerah lainnya dalam Kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia, kerjasama daerah juga berfungsi dalam
menunjang keserasian pembangunan daerah dalam mensinergikan
potensi antar daerah serta meningkatkan pertukaran pengetahuan
dan teknologi.

Kabupaten Wonogiri sangat memperhatikan pentingnya kerja
sama baik kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak
ketiga maupun kerja sama dengan lembaga atau pemerintah daerah
di luar negeri. Kerjasama antar pemerintah daerah merupakan isu
krusial dalam pelaksanaan otonomi daerah, melihat berbagai masalah
dan kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan
fungsional di bidang social ekonomi yang melewati batas-batas wilayah
administratif. Tidak jarang muncul hambatan kewenangan, birokratis,
administratif dan pendanaan ketika daerah yang dilintasi

infrastruktur publik tidak memiliki kata sepakat. Akibatnya
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infrastruktur yang menjadi kebutuhan publik terhambat untuk

dibangun. Otonomi daerah telah mendorong terjadinya fragmentasi

spasial yang semakin tinggi dan membuat jarak yang semakin melebar

antara batas wilayah administratif dengan batas wilayah fungsional.

Hubungan sosial dan ekonomi secara fungsional seringkali tumpang

tindih dan melewati batasbatas wilayah administratif satu daerah

otonom (Zulfikar and Jumiati, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama

Daerah membagi beberapa jenis kerja sama pemerintah daerah

menjadi empat kategori:

1)

2)

3)

Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) adalah kerja
sama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam
rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berada di
bawah kewenangan daerah dengan tujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pemenuhan
pelayanan publik.

Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) adalah usaha
bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam
rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan meningkatkan pemenuhan pelayanan publik.
Istilah KSDPK juga digunakan untuk menggambarkan usaha
bersama ini.

Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri
(KSDPL) adalah usaha yang dilakukan oleh daerah dengan
pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang berada di bawah kewenangan daerah
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

meningkatkan pelayanan publik.
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4) Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL)
adalah jenis kerja sama yang dilakukan oleh daerah dengan
lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang berada di bawah kewenangan daerah dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
mempercepat pemenuhan pelayanan publik.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, pemerintah daerah diperbolehkan untuk mengadakan kerja
sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas
pelayanan publik serta saling menguntungkan. Menurut Pratikno,
et.al, dalam buku Mengelola Dinamika Politik dan Sumber Daya
Daerah, dengan melakukan kerjasama antar daerah, maka ada
banyak manfaat yang bisa diperoleh seperti:

1. Manajemen konflik antar daerah, dimana kerjasama antar daerah
dapat menjadi forum interaksi dan dialog antar aktor utama
daerah;

2. Efisiensi dan ptandarisasi pelayanan, dimana kerjasama antar
daerah dapat dimanfaatkan daerahdaerah untuk membangun aksi
bersama;

3. Pengembangan ekonomi, dimana kerjasama antar daerah akan
mendorong terjadinya pengembangan ekonomi di satu wilayah;

4. Pengelolaan lingkungan, dimana kerjasama antar daerah akan
mendorong pengelolaan lingkungan yang menjadi masalah
bersama.

Dalam sebuah kerjasama, terdapat tiga unsur pokok, yaitu
adanya unsur dua pihak atau lebih, adanya interaksi dan adanya
tujuan bersama. Ketiga unsur dalam kerjasama tersebut harus ada
dalam sebuah bentuk kerjasama pada suatu obyek. Adanya unsur
dua pihak atau lebih menggambarkan suatu himpunan kepentingan
yang saling mempengaruhi sehingga terjadi interaksi untuk

mewujudkan suatu tujuan bersama. Interaksi yang tidak bertujuan
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untuk pemenuhan kepentingan masing-masing pihak tidak bisa
dikatakan sebagai sebuah kerjasama. Sehingga sebuah interaksi dari
beberapa pihak yang dilakukan harus ada keseimbangan (equity),
artinya kalau interaksi hanya untuk memenuhi kepentingan salah
satu atau sebagian pihak dan ada pihak yang dirugikan dalam
interaksi tersebut maka hubungan yang terjadi tidak masuk dalam
kriteria kerjasama. Kerjasama menempatkan pihak-pihak yang
berinteraksi pada posisi seimbang, selaras, dan serasi, karena
interaksi yang terjadi bertujuan demi pemenuhan kepentingan
bersama tanpa ada yang dirugikan.

Disamping itu, kerjasama daerah juga sejalan dengan prinsip
good governance karena menghubungkan masyarakat, pemerintah
dan sektor privat dalam pembuatan kebijakan. Pemerintah Pusat
memberikan kebebasan bagi daerah untuk membangun konektivitas
dan colaborative working dengan pihak pihak yang memiliki frame dan
agenda yang sama. Bentuk kebebasan tersebut telah tertuang secara
normatif di berbagai ketentuan seperti UU No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018
tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22
Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan daerah lain
dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama
Daerah dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri dan Kerjasama Daerah
dengan Lembaga Luar Negeri. Namun dalam tataran produk hukum
daerah hingga saat ini di Kabupaten Wonogiri belum memiliki
Peraturan Daerah terkait dengan kerja sama daerah. Oleh karena itu
kajian ini menganalisa implementasi penyelenggaraan kerja sama
daerah di Kabupaten Wonogiri dan apakah perlu dilakukan

penyusunan terkait kerja sama daerah.
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1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan

beberapa permasalahan sebagai berikut:

1.

Bagaimana kondisi eksisting implementasi kerja sama daerah di
Kabupaten Wonogiri?

Apa yang menjadi permasalahan dalam implementasi kerja sama
daerah di Kabupaten Wonogiri?

Apa sasaran yang akan diwujudkan terkait implementasi kerja

sama daerah di Kabupaten Wonogiri?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan,

maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1.

Menganalisa kondisi eksisting implementasi kerja sama daerah di
Kabupaten Wonogiri.

Menganalisa permasalahan dalam implementasi kerja sama
daerah di Kabupaten Wonogiri

Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan terkait implementasi

kerja sama daerah di Kabupaten Wonogiri.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara praktis, hasil kajian ini menjadi instrument akademik

bagi Bapemperda dan Komisi I DPRD Kabupaten Wonogiri untuk

menentukan kebijakan terkait regulasi kerja sama daerah di

Kabupaten Wonogiri.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI
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2.1. Tinjauan Pustaka
2.1.1. Tinjauan tentang Kerja Sama

Dalam bahasa Indonesia, istilah kerja sama dan kolaborasi
masih digunakan secara bergantian, dan belum ada upaya untuk
menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah
tersebut. Secara umum lebih dikenal istilah kerja sama daripada
kolaborasi dan tidak ada pemahaman lebih mendalam tentang
paradigma apa yang seharusnya dianut. Masa mendatang
perbedaan makna dan paradigm ini seharusnya
diakommodasikan tidak hanya dalam tulisan ilmiah tetapi juga
dalam naskah peraturan hukum karena secara konseptual kerja
sama dalam arti collaboration jauh lebih efektif dibandingkan
cooperation dan harus diarahkan dan dimanfaatkan untuk
kepentingan bersama yang lebih besar.

Patterson (2008) dalam Warsono (2009) mendefinisikan
Kerja sama Antar Pemerintah Daerah (Intergovernmental
Cooperation) sebagai “an arrangement between two or more
governments for accomplishing common goals, providing a service
or solving a mutual problem”. Dalam definisi ini tersirat adanya
kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pemerintah
daerah untuk memberikan pelayanan bersama atau
memecahkan masalah secara bersama-sama. Atau dengan kata
lain, pengaturan ini bersifat pengaturan bersama yang tentu saja
berbeda karakteristiknya dibandingkan dengan pengaturan
sendiri (internal pemerintah daerah). Sifat kerja sama sering
ditafsirkan sebagai sukarela tetapi bukan berarti semaunya,
karena kerja sama memiliki tujuan dan target tertentu yang
harus dicapai oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Oleh karena
itu, aspek-aspek yang dikerja samakan dituangkan dalam
program resmi dimana manfaatnya dinikmati bersama, biaya dan

risiko ditanggung bersama.
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Ann Marie Thomsons (2006) menjelaskan bahwa kolaborasi
merupakan konsep yang lebih kuat dibandingkan koordinasi dan
kerja sama. Dia menjelaskan bahwa collaboration merupakan:
.... that ... think of (collaboration) as a residual cooperation and
coordination. It’s not coordination, it’s not cooperation. Cooperation
involves reciprocities, exchange of resources (not necessarily
symmetrical). Cooperation for a mutual goal moves this to
collaboration. The whole is greater than the sum of its parts. It may
be achieving individual ends, but there is an mutual outcome that
is shared (though not mutually exclusive) separate from individual
ends.

Kolaborasi merupakan proses kolektif dalam pembentukan
sebuah kelompok yang didasari oleh hubungan saling
menguntungkan dan kesamaan tujuan dari organisasi atau
individu-individu yang memiliki sifat otonom. Mereka saling
berinteraksi melalui negosiasi baik yang bersifat formal maupun
informal dalam suatu aturan yang disepakati bersama dan rasa
saling percaya. Walaupun hasil atau tujuan akhir dari sebuah
proses kolaborasi tersebut mungkin bersifat pribadi tetapi tetap
memiliki hasil atau keuntungan lain yang bersifat kelompok.

Dalam kelompok tersebut, pihak-pihak yang terlibat saling
menawarkan dan saling berbagi sumber daya, keahlian atau
apapun yang menjadi kelebihannya untuk nantinya digunakan
secara bersama-sama dalam mencapai tujuan kolaborasi. Mereka
juga diharuskan untuk bersama-sama menciptakan aturan-
aturan dan struktur yang nantinya akan menjaga kelangsungan
hubungan mereka dalam kelompok serta mengatur pengambilan
tindakan atau keputusan terhadap subyek-subyek yang
menyangkut kepentingan atau tujuan bersama.

Kooperasi, koordinasi dan kolaborasi berbeda dalam hal
tingkat kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan

kompleksitasnya. Sebuah kerja sama (co operation) yang
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melibatkan hubungan saling memberi dan pertukaran sumber
daya (yang tidak harus bersifat simetris) , serta kerja sama yang
bertujuan saling menguntungkan jika digabungkan akan
mengarah pada sebuah proses kolaborasi. Definisi ini
menunjukkan adanya tindakan kolektif dalam tingkatan yang
lebih tinggi dalam kolaborasi dibandingkan dalam kooperasi dan
koordinasi.

Walaupun kooperasi dan koordinasi mungkin dapat dilihat
dari awal sebuah proses kolaborasi, kolaborasi merupakan
sebuah perwujudan dari proses integrasi antar individu dalam
jangka waktu panjang melalui kelompok kelompok yang melihat
aspek-aspek yang berbeda dari suatu permasalahan. Kolaborasi
mengekplorasi perbedaan-perbedaan mereka secara konstruktif
dan mencari solusi yang mungkin dan mengimplementasikannya
secara bersama-sama.

Kolaborasi berarti pihak-pihak yang otonom berinteraksi
melalui negosiasi baik secara formal maupun informal. Mereka
menyusun struktur dan aturan pengelolaan hubungan antar
mereka. Mereka merencanakan tindakan atau keputusan untuk
mengatasi isu-isu yang membawa mereka bersama-sama.
Mekanisme tersebut merupakan interaksi yang menyangkut
sharing atas norma dan manfaat yang saling menguntungkan.
Pengertian di atas merupakan definisi kolaborasi yang
dikembangkan Thomson dari Wood dan Gary (1991).

Kerja sama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang
atau lembaga untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dalam
istilah kerja sama ada unsur kegiatan, beberapa pihak dan
pencapaian tujuan. Sedangkan menurut Pamudji (1985) Kerja
sama pada hakekatnya mengindikasikan ada dua pihak atau
lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu

tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur
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pokok yang melekat pada suatu kerangka kerja sama, yaitu
unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan
bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu
obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak

terdapat kerja sama.

2.1.2. Tinjauan tentang Bentuk Kerja Sama

Menurut Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
(APEKSI), bentuk kerja sama antar daerah di seluruh dunia dapat
dikategorikan dalam tiga hal berdasarkan cakupan kerja sama.
Pertama, kerja sama yang berlangsung dalam tataran global.
Artinya setiap kota di seluruh dunia yang bersepakat dengan ide
dan tawaran kerja sama dapat bergabung dalam kerja sama global.
Isu yang dibawa dalam kerja sama global ini sangat tergantung
kepada jenis masing-masing kerja sama.

Kedua, kerja sama yang berlangsung dalam tataran
regional. Misalnya kerja sama yang dibangun di kawasan Arab,
Eropa, Amerika Latin dan Asia. Beberapa kerja sama telah
mengusung isu-isu tertentu yang dikerja samakan di kawasan
tertentu.

Ketiga, kerja sama antar daerah yang dibangun di dalam
lingkup negara bersangkutan. Dalam kategori ini umumnya
terdapat lebih dari satu organisasi daerah di dalam negara
bersangkutan. Hal ini lebih disebabkan karena beragamnya
kepentingan yang harus difasilitasi dalam sebuah kerja sama yang
menyebabkan munculnya kerja sama yang lain dalam lingkup
yang lebih terbatas.

Sedangkan Yeremias T. Keban dengan mengutip pendapat
Henry (1995) mengatakan bahwa bentuk dan metode kerja sama
antar daerah meliputi (1) intergovernmental service contract; joint
service agreement, dan (3) intergovernmental service transfer.

Jenis kerja sama yang pertama dilakukan bila suatu daerah
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membayar daerah lain untuk melaksanakan jenis pelayanan
tertentu seperti penjara, tempat pembuangan sampah, kontrol
hewan atau ternak, penaksiran pajak. Jenis kerja sama yang
kedua Dbiasanya dilakukan untuk menjalankan fungsi
perencanaan, anggaran dan pemberian pelayanan tertentu kepada
masyarakat daerah yang terlibat. Misalnya dalam pengaturan
perpustakaan wilayah, komunikasi antar polisi, kontrol
kebakaran, pembuangan sampah. Dan jenis kerja sama ketiga
merupakan transfer permanen suatu tanggung jawab dari satu
daerah ke daerah lain seperti bidang pekerjaan umum, sarana dan
prasarana, kesehatan dan kesejahteraan, pemerintahan dan
keuangan publik.

Mengacu pada pendapat Rosen (1993), lebih lanjut
Yeremias T. Keban mengatakan bahwa kerja sama antar
pemerintah daerah dapat dilakukan dalam beberapa bentuk yaitu
bentuk perjanjian dan bentuk pengaturan. Bentuk-bentuk
perjanjian dibedakan atas: a). Handshake Agreements yakni
pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis;
b). Written Agreements yakni pengaturan kerja sama yang
didasarkan atas perjanjian tertulis.

Bentuk Handshake Agreements merupakan bentuk yang
banyak menimbulkan konflik dan kesalahpahaman, sementara
bentuk yang tertulis dibutuhkan untuk melakukan program
kontrak, kepemilikan bersama, atau usaha membangun unit
pelayanan bersama.

Lebih jauh Rosen mengatakan bahwa pengaturan kerja
sama terdiri atas beberapa bentuk yaitu:

a. Consortia, yaitu pengaturan kerja sama dalam sharing
sumberdaya karena lebih mahal bila ditanggung sendiri-

sendiri.
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b. Joint purchasing, yaitu pengaturan kerja sama dalam
melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya
karena skala pembelian lebih besar.

c. Equipment sharing, yaitu pengaturan kerja sama dalam sharing
peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.

d. Cooperative construction, yaitu pengaturan kerja sama dalam
mendirikan bangunan. Seperti pusat rekreasi, gedung
perpustakaan, lokasi parkir dll.

e. Joint services, yaitu pengaturan kerja sama dalam memberikan
pelayanan publik, seperti pusat pelayanan satu atap yang
dimiliki bersama, dimana setiap pihak mengirim aparatnya
untuk bekerja dalam pusat pelayanan tersebut.

f. Contract services, yaitu pengaturan kerja sama, pihak yang
satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan
tertentu, misalnya pelayanan air minum, persampahan dll.

g. Pengaturan lainnya, yaitu pengaturan kerja sama lain dapat
dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat

pusat pendidikan dan pelatihan, fasilitas pergudangan dll.

2.1.3. Tinjauan tentang Prinsip Kerja Sama
Agar dapat berhasil melaksanakan Kerja Sama maka
dibutuhkan prinsip umum sebagaimana yang dijelaskan oleh
Edralin dan Whitaker dalam Keban. Beberapa prinsip diantara
prinsip good governance yang ada dapat dijadikan pedoman dalam
melakukan kerja sama antar pemerintah daerah, yaitu:
a. Transparansi. Pemerintah daerah yang telah bersepakat untuk
melakukan kerja sama harus transparan dalam memberikan
berbagai data dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka

kerja sama tersebut.
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b. Akuntabilitas. Pemerintah daerah yang telah bersepakat untuk
melakukan kerja sama harus bersedia untuk
mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan
mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait
dengan kegiatan kerja sama, termasuk kepada DPRD sebagai
wakil rakyat atau kepada pengguna pelayanan public.

c. Partisipatif. Dalam lingkup kerja sama antar pemerintah
daerah, prinsip partisipasi harus digunakan dalam bentuk
konsultasi, dialog, dan negosiasi dalam menentukan tujuan
yang harus dicapai, cara mencapainya dan mengukur
kinerjanya, termasuk cara membagi kompensasi dan risiko.

d. Efisiensi. Dalam melaksanakan kerja sama antar pemerintah
daerah, harus dipertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana
menekan biaya untuk memperoleh suatu hasil tertentu, atau
bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat
mencapai hasil yang lebih tinggi.

e. Efektivitas. Dalam melaksanakan kerja sama antar pemerintah
daerah ini harus dipertimbangkan nilai efektivitas yaitu selalu
mengukur keberhasilan dengan membandingkan target atau
tujuan yang telah ditetapkan dalam kerja sama dengan hasil
yang nyata diperoleh.

f. Konsensus. Dalam melaksanakan kerja sama tersebut harus
dicari titik temu agar masing-masing pihak yang terlibat dalam
kerja sama tersebut dapat menyetujui suatu keputusan. Atau
dengan kata lain, keputusan yang sepihak tidak dapat diterima
dalam kerja sama tersebut.

g. Saling menguntungkan dan memajukan. Dalam kerja sama
antar pemerintah daerah harus dipegang teguh prinsip saling
menguntungkan dan saling menghargai. Prinsip ini harus
menjadi pegangan dalam setiap keputusan dan mekanisme

kerja sama.
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Menurut Keban selain tujuh prinsip di atas, ada beberapa
prinsip khusus yang dapat digunakan sebagai acuan dalam kerja
sama antar pemerintah daerah yaitu:

a. Kerja sama tersebut harus dibangun untuk kepentingan
umum dan kepentingan yang lebih luas.

b. Keterikatan yang dijalin dalam kerja sama tersebut harus
didasarkan atas saling membutuhkan.

c. Keberadaan kerja sama tersebut harus saling memperkuat
pihak-pihak yang terlibat.

d. Harus ada keterikatan masing-masing pihak terhadap
perjanjian yang telah disepakati.

e. Harus tertib dalam pelaksanaan kerja sama yang telah
diputuskan.

f. Kerja sama tidal boleh bersifat politis dan benuansa KKN.

2.1.4. Tinjauan tentang Pentingnya Kerja Sama Antar Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan di atas oleh Pamudji (1985)
bahwa dalam sebuah kerja sama terdapat tiga unsur pokok yaitu
adanya dua pihak atau lebih yang membangun kerja sama, adanya
interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama dan
tujuan bersama. Ketiga unsur tersebut harus ada dalam sebuah
kerja sama. Adanya dua pihak atau lebih menggambarkan suatu
himpunan kepentingan yang saling mempengaruhi satu sama lain
sehingga terjadi interaksi untuk mewujudkan suatu tujuan
bersama. Interaksi yang tidak bertujuan untuk pemenuhan
kebutuhan bersama bukanlah ciri khas dari suatu kerja sama.
Dengan demikian interaksi dari beberapa pihak yang dilakukan
harus memungkinkan terciptanya keseimbangan, artinya
interaksi yang hanya menguntungkan sebelah pihak maka tidak
termasuk kriteria kerja sama. Kerja sama menempatkan pihak-

pihak yang berinteraksi pada posisi seimbang, serasi dan selaras
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karena interaksi bertujuan demi pemenuhan kepentingan
bersama tanpa ada yang dirugikan.

Untuk mengoptimalkan potensi daerah kerja sama antar
daerah dapat menjadi salah satu alternatif inovasi atau konsep
yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas,
sinergis dan saling menguntungkan terutama dalam bidang-
bidang yang menyangkut kepentingan lintas wilayah. Kebijakan
desentralisasi dan otonomi daerah, melalui berbagai payung
regulasi (peraturan pemerintah) mendorong kerja sama antar
daerah. Kerja sama diharapkan menjadi satu jembatan yang dapat
mengubah potensi konflik kepentingan antardaerah menjadi
sebuah potensi pembangunan yang saling menguntungkan.

Kerja sama antar daerah hanya dapat terbentuk dan
berjalan apabila didasarkan pada adanya kesadaran bahwa
daerah-daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai
satu tujuan. Oleh karena itu, inisiasi kerja sama antar daerah baru
dapat berjalan dengan efektif apabila telah ditemukan kesamaan
isu, kesamaan kebutuhan atau kesamaan permasalahan.
Kesamaan inilah yang dijadikan dasar dalam mempertemukan
daerah-daerah yang akan dijadikan mitra.

Selain itu, yang juga perlu dipikirkan adalah masalah
feasibilitas kerja sama, baik secara ekonmi maupun politis. Secara
politis karena walau bagaimanapun, keputusan akhir mengenai
komitmen untuk bekerja sama adalah sebuah keputusan politis
yang harus diambil pada level pimpinan, sehingga diperlukan
argumentasi-argumentasi untuk bekerja sama yang cukup
menarik secara politis bagi level pimpinan itu. Tentu saja, karena
secara politis kerja sama ini harus menarik bagi semua daerah
yang terlibat, maka juga harus menguntungkan bagi semua
daerah. Prinsip “saling menguntungkan” inilah yang menjadi salah

satu filosofi dasar kerja sama.
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Dalam pembahasan tentang kerja sama antar daerah (KAD)
maka tidak terlepas dari beberapa isu strategis dan menarik yang
berkaitan dengan urgensi kerja sama antar pemerintah daerah
selama ini, yakni:

1. Peningkatan Pelayanan Publik Kerja sama antar daerah
diharapkan menjadi salah satu metode inovatif dalam
meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan publik.
Efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan sarana dan
prasarana pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, air
bersih dan sebagainya juga menjadi isu yang penting, terutama
untuk daerah-daerah tertinggal. Peningkatan pelayanan publik
ini juga termasuk pembangunan infrastruktur. Infrastruktur
ini bisa mencakup jaringan jalan, pembangkit listrik dan
sebagainya.

2. Kawasan Perbatasan
Kerja sama dalam hal keamanan di kawasan perbatasan juga
menjadi salah satu isu strategis, selain dalam hal keamanan,
kerja sama di kawasan-kawasan perbatsan juga difokuskan
pada pengembangan wilayah karena daerah-daerah di
kawasan perbatsan ini sebagian besar adalah daerah
tertinggal.

3. Tata Ruang
Keterkaitan tata ruang antar daerah diperlukan dalam hal-hal
yang dapat mempengaruhi lebih dari satu daerah seperti
Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan lingkungan dan
sebagainya.

4. Penanggulangan Bencana dan Penanganan Potensi Konflik
Usaha mitigasi bencana dan tindakan pasca bencana, apabila
bercermin dari pengalaman di NAD, Alor, dan Nabire, serta
daerah lainnya, ternyata keadaan ini membutuhkan
koordinasi dan kerja sama yang baik antar daerah-daerah yang

berdekatan.
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5. Kemiskinan dan Pengurangan Disparitas Wilayah
Keterbatasan kemampuan, kapasitas dan sumberdaya yang
berbeda-beda antar daerah menimbulkan adanya disparitas
wilayah dan kemiskinan (kesenjangan sosial). Melalui kerja
sama antar daerah, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas
daerah dalam penggunaan sumberdaya secara lebih optimal
dan pengembangan ekonomi lokal, dalam rangka menekan
angka kemiskinan dan mengurangi disparitas wilayah.

6. Peningkatan Peran Provinsi
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah mengisyaratkan perlunya peningkatan peran provinsi,
termasuk dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan-
permasalahan antar daerah. Untuk itu diperlukan
peningkatan kemampuan provinsi dalam menyelenggarakan
dan mendorong kerja sama antar daerah (Local government
cooperation). Peran ini terutama dalam kapasitas provinsi
sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan sebagai
fasilitataor dan katalisator kerja sama antar daerah.

7. Pemekaran Daerah
Kerja sama Antar Daerah (KAD) dapat menjadi salah satu
alternatif lain untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
penyelenggaraan  pelayanan  publik selain  kebijakan
pemekaran daerah. Hak ini meningkat kebijakan pemekaran
lebih banyak memerlukan sumberdaya dibandingkan dengan
kerja sama antar daerah, dan perkembangan daerah otonom
baru, tidak selalu memberikan hasil yang diinginkan

Selain isu-isu strategis yang telah dijelaskan di atas, ada
alasan-alasan yang melatarbelakangi dilakukannya kerja sama
antar pemerintah daerah. Setiap daerah dalam kenyataannya
memiliki batas wilayah administratif (sesuai peraturan
perundangan), dan batas wilayah fungsional (sesuai hubungan

sosial ekonomi lintas batas administratif). Batas wilayah
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administratif ditentukan secara formal melalui peraturan
perundangan, akan tetapi dalam kenyataan berbagai masalah dan
kepentingan sering muncul sebagai akibat dari hubungan
fungsional di bidang sosial ekonomi yang melewati batas batas
wilayah administratif tersebut. Dalam konteks ini, alasan utama
diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah adalah agar
berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan
bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki
dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Konsekuensinya
adalah harus dilakukan pembenahan microorganizational abilities
of governments di tingkat daerah suatu bentuk reformasi
manajemen public yang harus diperhatikan pemerintah saat ini,

dan tidak semata membenahi macroorganizational capacities di

tingkat pusat (Pollit & Bouckaert, 2000:10). Dengan kata lain,

pembenahan kemampuan institusi pemerintahan di bawah pusat
sangat diperlukan.

Alasan lain dilakukannya kerja sama antar pemerintah
daerah adalah sebagai berikut:

1. Pihak pihak yang bekerja sama dapat membentuk kekuatan
yang lebih besar. Dengan kerja sama antar pemerintah daerah,
kekuatan dari masing-masing daerah yang bekerja sama dapat
disinergikan untuk menghadapi ancaman lingkungan atau
permasalahan yang rumit sifatnya dari pada kalau ditangani
sendiri-sendiri. Mereka bisa bekerja sama untuk mengatasi
hambatan lingkungan atau mencapai tingkat produktifitas
yang lebih tinggi.

2. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat mencapai kemajuan
yang lebih tinggi. Dengan kerja sama, masing masing daerah
akan mentransfer kepandaian, keterampilan, dan informasi,
misalnya daerah yang satu belajar kelebihan atau kepandaian

dari daerah lain.
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3. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat lebih berdaya. Dengan
kerja sama, masing masing daerah yang terlibat lebih memiliki
posisi tawar yang lebih baik, atau lebih mampu
memperjuangkan kepentingannya kepada struktur
pemerintahan yang lebih tinggi.

4. Pihak-pihak yang bekerja sama dapat memperkecil atau
mencegah konflik. Dengan kerja sama, daerah-daerah yang
semula bersaing ketat atau sudah terlibat konflik, dapat
bersikap lebih toleran dan berusaha mengambil manfaat atau
belajar dari konflik tersebut.

5. Masing-masing pihak lebih merasakan keadilan. Masing
masing daerah akan merasa dirinya tidak dirugikan karena
ada transparansi dalam melakukan hubungan kerja sama.
Masing masing daerah yang terlibat kerja sama memiliki akses
yang sama terhadap informasi yang dibuat atau digunakan.

6. Masing-masing pihak yang bekerja sama akan memelihara
keberlanjutan penanganan bidang-bidang yang dikerja
samakan. Dengan kerja sama tersebut masing-masing daerah
memiliki komitmen untuk tidak mengkhianati patnernya tetapi
memelihara hubungan yang saling menguntungkan secara
berkelanjutan.

7. Kerja sama ini dapat menghilangkan ego daerah. Melalui kerja
sama tersebut, kecendrungan “ego daerah” dapat dihindari,
dan visi tentang kebersamaan sebagai suatu bangsa dan
negara dapat tumbuh.

Di masa mendatang, karena kerja sama antar pemerintah
daerah harus dilihat sebagai suatu kebutuhan penting yang tidak
terelakkan maka harus ada upaya yang sistematis dan
berkesinambungan dari pihak pemerintah untuk
memperkenalkan, mendorong dan menginstitusionalisasikan
kerja sama antar daerah agar pemerintah derah terbiasa

melakukannya dan dapat mengambil manfaatnya
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2.2.Landasan Teori
2.2.1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh
Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang
dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan
secara terukur untuk bertindak dalam rangka kepentingan
tersebut (Mahdi & Vinaricha Sucika, 2015). Pengalokasian
kekuasaan ini hendaklah dilakukan secara terukur, serta telah
ditentukan keluasan dan kedalamannya (Rahardjo, 2012).

Hukum hadir dalam masyarakat juga memiliki fungsi
mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan yang
sejatinya bisa bertubrukan satu dengan lainnya. Oleh karena itu,
hukum hadir dengan tujuan agar tubrukan-tubrukan ini dapat
ditekan sekecil-kecilnya (Rahardjo, 2012). Selain itu, perlindungan
hukum juga digagas oleh Moch. Isnaeni. Mengutip dalam (Isnaeni,
2016), bahwa perlindungan hukum itu mencakup dua hal, secara
internal dan eksternal. Perlindungan hukum internal adalah
keberadaannya dibuat sendiri oleh para pihak lewat media
perjanjian sehingga keberlakuannya hanya sebatas para pihak
saja.

Sementara  perlindungan hukum  eksternal yang
keberadaannya berasal daripada penguasa lewat aturan
perundangan yang diterbitkan atas dasar kewenangan yang
dimilikinya, sehingga perlindungan hukum yang dimaksud
keberlakuannya diperuntukan bagi khalayak umum. Akan tetapi,
perlu  untuk diperhatikan mengenai hubungan hukum
keperdataan yang ada diantara para pihak dalam perjanjian.
Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum, karakteristik
daripada perjanjian antara pihak yang seimbang, jika salah satu
pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji, maka pihak

lainnya dapat menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak yang
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ingkar janji. Berbeda dengan perjanjian antara pengusaha dengan
konsumen, pengusaha dapat menentukan syarat-syarat tertentu
tanpa harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari
konsumen, yang kemudian bila terjadi pengingkaran oleh
pengusaha, konsumen tidak memiliki hak untuk pemenuhan

perjanjian atas hubungan hukum ini (Rajagukguk et al., 2000)

2.2.2. Teori Kepastian Hukum

Mengutip dalam Bernard L. Tanya, Gustav Radbruch
menegaskan bahwa hukum memiliki tiga aspek. Ketiga aspek ini
berupa keadilan, finalitas, dan kepastian (Tanya, Simanjuntak, &
Hage, 2010). Aspek keadilan memiliki penunjukan makna kepada
kesamaan hak di depan hukum. Sementara untuk aspek finalitas
menunjuk kepada tujuan keadilan, guna memajukan kebaikan
dalam kehidupan manusia. Terkahir merupakan aspek kepastian
yang menunjukan kepada jaminan bahwa hukum, yang kemudian
berisikan keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan,
benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Tuntutan akan keadilan dan kepastian, dikatakan oleh
Radbruch sebagai bagian-bagian tetap dari hukum. Kepastian
hukum seharusnya membenarkan mengenai “however unjust the
law may be in its content, by its very existence, it always fulfills one
purpose, namely that of legal certainty”- meskipun tidak adilnya isi
dari suatu hukum, dengan keberadaannya, hukum akan
memenuhi satu tujuan, yaitu kepastian hukum (Kurt, 1950, p.
119). Radbruch menegaskan bahwa terdapat asas prioritas,
prioritas utama adalah keadilan, kemudian yang kedua adalah
kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum (Ali, 2009, p.
288). Kemudian pula penting untuk dipahami melalui ketiga dasar
hukum ini tidak boleh bertentangan satu dengan lainnya.
Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan

dengan keadilan, demikian pula kepastian hukum tidak boleh
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bertentangan dengan kemanfaatan (Ali, 2009, p. 289). Kepastian
hukum dijadikan bastion untuk menjaga dan menjamin
keselamatan individu (Ali, 2009). Selain itu, diungkapkan oleh
Sudikno Mertokusumo dalam (Mertokusumo & A, 1993, p. 2),
hukum haruslah dilaksanakan dan ditegakkan, hukum yang
berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang, hal inilah yang
diinginkan oleh kepastian hukum. Selain itu juga kepastian
hukum ini merupakan perlindungan yustisiabel terhadap
tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan
dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya sebuah kepastian
hukum, karena dengan adanya kepastian hukum ini, maka

masyarakat akan tertib.
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BAB III

METODE PENELITIAN

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memiliki jenis normatif. Penelitian normatif ini
bermaksud melakukan penelitian dengan sumber yang berasal dari
data sekunder dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-
undangan, kepustakaan dan dokumen-dokumen hukum lainnya.
Selain itu, sifat dari penelitian ini adalah eksploratoris, yang memiliki
makna sebagai penelitian yang dilakukan untuk memperoleh
keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum
diketahui dengan tujuan memperdalam pengetahuan mengenai suatu
gejala tertentu atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu

gejala itu (Ishaq, 2017).

3.2. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian. Sebagaimana
yang dikutip dalam Peter Mahmud Marzuki, berikut ini beberapa
pendekatan dalam penelitian (Marzuki, 2019, p. 133):

a. Pendekatan Perundang-undangan;
b. Pendekatan Histori;

c. Pendekatan Kasus;

d. Pendekatan Komparatif;

e. Pendekatan Konseptual.

Berdasarkan beberapa pendekatan tersebut, dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan
konseptual. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan
dengan isu hukum dalam penelitian ini (Marzuki, 2019, p. 133).
sementara pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang
berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu

hukum.(Marzuki, 2019, p. 135)
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3.3. Sumber Penelitian Hukum

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi sumber data
primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari masyarakat (Soekanto, 2010). Data primer ini biasanya
diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti dan juga
disebut sebagai data dasar (HS & Nurbani, 2013). Sementara data
sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan atau juga
literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Sumber
data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum
primer dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang memiliki sifat
autoritatif yang maknanya memiliki otoritas, seperti perundang-
undangan, risalah pembentukan perundang undangan, dan putusan
hakim (Marzuki, 2019, p. 181). Sementara untuk bahan hukum
sekunder berupa buku-buku teks (Marzuki, 2019, p. 182) dan juga
sumber kepustakaan lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini
menggunakan data sebagai berikut:
1. Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

c) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja
Sama Daerah;

d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja
Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;

e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di
Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar

Negeri.
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2. Bahan Hukum Sekunder
Pada penelitian ini menggunakan beragam literatur terutama
adalah buku teks, dan jurnal-jurnal yang memadai guna
membantu penelitian ini, selain itu juga akan menggunakan
sumber-sumber internet yang kredibel dan dapat
dipertanggungjawabkan. Karena berkembangnya  jaman,
kemudian dengan keunggulan yang dimiliki oleh internet, maka
penulis dapat mengambil sumber dari internet guna membangun

argumentasi ilmiah (dengan itikad baik).

3.4. Tempat Pengambilan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam
penelitian ini adalah dengan studi pustaka, yaitu mengumpulkan,
mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis bahan hukum,
baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder untuk
kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan. Studi pustaka
dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu bahan hukum,
kemudian diidentifikasi dan inventarisasi. Selanjutnya, melakukan
telaah terhadap bahan-bahan hukum baik primer, skunder, maupun
tersier yang telah dikumpulkan dalam rangka menjawab problematika

dalam penelitian ini..

3.5. Analisis Bahan Hukum
Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat

Philipus M.Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana
silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi
berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat
umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari
kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion.
Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak

sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik
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analisis bahan hukum dengan logika deduktif, yang merupakan cara
menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian
berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-pertauran hukum,
teori-teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti. Peraturan-peraturan hukum diperlukan seagai premis mayor,
kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum yang relevan (legal
facts) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme

akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya
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BAB IV

HASIL PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN
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4.1. Kondisi Eksisting Implementasi Kerja Sama Daerah di
Kabupaten Wonogiri
4.1.1. Wilayah Penelitian

Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu kabupaten di
Provinsi Jawa Tengah terletak antara 7° 43’ - 8° 15’ Lintang
Selatan dan 110°41°- 111° 18’ Bujur Timur. Kabupaten Wonogiri
berada 32 km di sebelah selatan Kota Solo, berbatasan dengan
Provinsi Jawa Timur di sebelah timur dan Daerah Istimewa
Yogyakarta di sebelah barat. Kabupaten Wonogiri menempati
area seluas 190.432 Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai
kecamatan terluas (7,8% dari total) sedangkan Kecamatan
Puhpelem sebagai kecamatan terkecil (1,73% dari total). Secara
administratif, Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25
kecamatan. Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 190.432
Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas
sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil.

Kabupaten desa/kelurahan. Wonogiri terbagi dalam 25
Kecamatan. Wilayah ini terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan.
Pemerintahan Wonogiri yang merupakan salah satu kabupaten
di Provinsi Jawa Tengah mempunyai sistem pemerintahan yang
sama dengan kabupaten lainnya. Dimana masing-masing
kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan. Sedangkan setiap
kecamatan terbagi habis dalam beberapa Kabupaten
desa/kelurahan.

Penduduk Kabupaten Wonogiri berdasarkan proyeksi
penduduk tahun 2022 sebanyak 1.057.087 jiwa. Sementara itu
besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-
laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99.66 yang artinya
dari 1000 penduduk perempuan ada 997 penduduk laki-laki.
Kepadatan penduduk di Kabupaten Wonogiri tahun 2022

mencapai 555 jiwa/km?2. Kepadatan Penduduk di 25 kecamatan
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cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di
Kecamatan Jatisrono dengan kepadatan sebesar 1.143 jiwa/km?

dan terendah di Kecamatan Paranggupito sebesar 276 jiwa/km?2.

4.1.2. Eksisting Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di

Kabupaten Wonogiri

Bergantinya UU No. 32 Tahun 2004 menjadi UU No. 23
Tahun 2014, maka persoalan kerjasama antara daerah kemudian
diatur dalam Pasal 363 yang intinya juga sama dengan yang
diamanatkan dalam Pasal 195 UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 363
UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa: Dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan
kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan
efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat,
Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada
pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta
saling menguntungkan hal ini sebagaimana tertuang didalam
pasal 363 sampai pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut
peraturan pelaksanaan atas undang-undang tersebut bahwa
telah terbit Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2018 tentang
kerjasama daerah, tentunya ini menjadi pedoman dan acuan
yang baru bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerjasama
daerah, namun demikian peraturan yang mengatur petunjuk
teknis dan tata cara pelaksanaan atas PP tersebut belum terbit.
Hal ini perlu disikapi oleh pemerintah daerah sehingga

pelaksanaan kerjasama daerah dapat berjalan dan terwujud
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dengan baik sebagaimana amanat dalam Undang-undang 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Kerja sama daerah merupakan salah satu jalan untuk
membuka dan menarik investasi, kerjasama daerah yang
dimaksud ialah baik itu Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain
(KSDD) dengan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK)
maupun tidak menutup kemungkinan Kerjasama Daerah dengan
Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) maupun Kerjasama
Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL). Hal ini selaras
dengan Visi Kabupaten Wonogiri Tahun 2025-2029 yaitu
“Wonogiri Yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, Dan
Berkelanjutan” yang kemudian diuraikan dalam Misi Kabupaten
Wonogiri Tahun 2025-2029 sebagai beriktu:

1) Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing
dan Berkelanjutan
a. Mendorongsektor ekonomi agar memiliki produktivitas
tinggi.
b. Menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah.
c. Membanguninfrastruktur distribusi barang dan jasa.
2) Kualitas Hidup Masyarakat didukung Lingkungan Sosial dan
Budaya Masyarakat Maju
a. Meningkatkanketahanan pangan.
b. Meningkatkan perumahan layak.
c. Meningkatkan kualitasdan asesibilitas pendidikan dan
kesehatan.
d. Menyediakan jaminan sosial masyarakat dan jaminan
keamanan.
e. Menciptakan kondisi lingkungan sosial yang kondusif.
f. Mmemberikan ruang dalam penguasaan dan pemanfaatan

IPTEK.
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3) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
a. Akuntabel
b. Independen
c. Transparan
d. Partisipatifdan koordinatif
e. Aparatur yang berakhlak, berintegritas, berkompeten,
berprestasi, berday asaing, menguasai IPTEK dan kreatif.
4) Meningkatkan Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan
Hidup, dan Bencana
a. Menjaga kelestarian sumber daya alam.
b. Menjaga ketahanan sumber daya lahan, ketahanan air,
kualitas lingkungan hidup.
c. Menjaga penataan ruang, ketahanan perubahan iklim dan
ketangguhan bencana.

Kerja sama dengan Daerah lain dikategorikan menjadi
kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib
merupakan kerja sama antar Daerah yang berbatasan untuk
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sedangkan kerja sama
sukarela dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak
berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan
efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi
kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum
khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar
daerah dan daerah tertinggal. Kerja sama daerah dimaksudkan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli
daerah.

Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh
urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah

dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum.
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Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi,
efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan
bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian
hukum. Objek kerja sama merupakan faktor utama yang harus
diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya
menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan.
Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus
disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus
dicatat sebagai aset daerah.

Pemerintah =~ Kabupaten  Wonogiri telah  banyak
melaksanakan kerjasama daerah di berbagai bidang baik dengan
pemerintah daerah lain, dengan lembaga pemerintah, dengan
lembaga non pemerintah maupun dengan pihak luar negeri.
Banyak alasan yang melatarbelakangi dilaksanakannya
kerjasama yang pada intinya adalah untuk mengembangkan
potensi yang dimiliki agar lebih berdaya guna dan berhasil guna
dengan dilaksanakannya kerjasama dengan berbagai pihak
tersebut, dengan tujuan akhir ialah peningkatan pelayanan
publik dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri saat ini belum memiliki
Peraturan Daerah tentan Kerja Sama Daerha sehingga,
pelaksanaan kerja samanya berlandaskan dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Tentang
Kerja Sama Daerah dengan berdasarkan beberapa prinsip yaitu
Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:

a. Mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah seluruh
pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan

dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran,
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kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

b. Efektivitas adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja
sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para
pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk
kesejahteraan masyarakat.

c. Efisiensi adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama
untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu
atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai
hasil yang maksimal.

d. Sinergi adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara
pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja
sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

e. Saling menguntungkan adalah pelaksanaan kerja sama harus
dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak
dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

f. Kesepakatan bersama adalah persetujuan para pihak untuk
melakukan kerja sama.

g. Itikad baik adalah kemauan para pihak untuk secara
sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

h. Persamaan kedudukan adalah persamaan dalam
kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang
melakukan kerja sama daerah.

i. Transparansi adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja
sama daerah.

j- Keadilan adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta
perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama
daerah; dan

k. Kepastian hukum adalah bahwa kerja sama yang dilakukan
dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang

melakukan kerja sama daerah.
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Berikut pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonogiri selama Tahun
2023-2024:
1. KSDD Tahun 2023-2024

SKTKKED DATA DUKUMG (ETERRNGANISTATLS
JENS KERUA URLSAN PELAKSANAAN
no| DMERAH WRAKERMSHM|  SME THNGEAL PEVERITARAN | MACHIEERALITONK) st OANTMDRCLAT  [SVEERPENBTASH
[WsibiSukarel) HOMOR TENGEALTTD | MASABERLAKY JUDULKESEER HOMOR KESEER PENETAPEN | JANGKA WAKTUKESEER] JUOULFKS NOMORPKS TANGGALPKS JANGKAVAKTURKY DVERUASEMAKEN|  KENDELADALAM
KESEER PELAKSANAN)
1 |Kab Vionogir (1. Pemhab Pacitan Wajlb THI2MTIHE 2023 SFchmiari 2023 |diperbah KerjasamaF 1] - Nomor: 415A1Z0KSBMOS 2021 |23 Dlesember 2021 |5 Tabun Pengendalian nflasi Dizerch - Nomor: 415.4M2PKEMOB IN2023 | 14 Desember 2025 (G Tahun U ‘ hiberlah it dank ParaPhak
2 Pemkab tahn Pemerintahan Antar Daerah - Homor: 28KSBI021 - Nomor 10037500434 Jang menjadi daerah dal;
3 Gununghidul Kabupaten Pacitan, Kabupaten - Homor: 134 1 IKEH26201 - Nomor: I4ANIAPKIZ023 kewenangan k athan pel: *
Wonogii dan Kabupaten Gurunghidul pemerintzh daerah hesefahteraan masyarakat
rF'enanggu\anganEencanad\Wauah - Nomor: 415A3PKSMOB 112023 | 14 Desember 2023 (5 Tahun IMengaptimalkan pelaksanasn tugas dan hangs
U K
Kabupaten Pacitan, Kabupaten - Momor: 1002730027443 Iusanpemdeun i penanggulzngzn bencana yang mencakup pra,
Wanogii dan Kabupaten Gunungkidl |- Momar: 134.1133PK12023 yk:u:?g‘:n‘ mashberlzku saat danpascabencana ParaPhak
pemerintah daersh
‘lajanan Fesehatan - bomor: 415A35IPKSMOB 12023 | 4 Desember 2023 (5 Tahun . -
Momer, 0122 optimal, efekiif dan efisien untuk meninghathan
- Nomor: 13INI4PKIZ0Z3 [r——— — stk " alPuapak
kawazan Kabupaten Pacitan, Kabupaten
\onagirdan K abupaten Gunungkidul
Pelayanan Pendidkan Nomar: 416.436IPKE/M08 H2023 | 14 Desember 2023 (6 Tahun meningkatkan pelayznan Pendidikan secara
Hlomar: 100:371400.310550 optimal, efehtif untuk: mevajudkan wajlb belajar
Homar: B4UHIEPKI0ZT UnussnPendidkan | mashberlk pendidkan dasar 3 tahun bagi masyarahat di FarsFhsk
kanasan Habupaten Pacitan, Kabupaten
Wonogir dan Kabupaten Gununghidul
Penyelenggaraan Kesejahteraan - Nomor: 415A3TIPKSMOB 12023 | 14 Desember 2023 (G Tahun Penanganan PPKS mefputi Pengemis,
Gosial diKabupaten Pacitan, - Nomor:100.3.7H00 31873 gelandangan pengemis, gelandangan
Kabupaten Wonogi dan Kabupaten |- Momor: 134.1360PK12023 U | hberlak paikatitfOOG, anak alanan, WTS 00HA,  [ParaPhak
Gunungkidul EWELP dan kerban bencans serta penyediaan
safpras rehabilitssf s0sial
Penaqakan Peraturan Dagrah, - bomor: 415A3BIPKSMOBIN2023 | 4 Desember 2023 (5 Tahun Ciptimalizasi efektivits pelaksanaan ugas
Peraturan Kepala Daerah, - Nomor :100.3.7¢36010382 penegakan perda dan perkada, Tranthum dan
F Ketertbanlh - Nomor: 134 LHITIPKI Unusantrantbum mashbeisu \inmasg\wi\ayahkahupalenPacitgn‘Kabupalen ParsPihsk
danKetenteraman serta finmas Wonogir dan Kabupaten Gununghidul
Penyelenggaraan Perindungan
Masyarshat i Wilayah Perbatasan
2 |Kab. Vionogir - |Pemhab Surakarta |Wajh TI0I2MTIHE 2023 8Fchruari 2023 | diperbah F U omor: 1301408312021 1 Janyari 2021 BTahun Pengembangan Keparivisatazn dan | Nomor :PEO202MGITIVI0Z) | 3Mei 202 BTahun Unysan Parivizata - Pengembangan keparivisatazn dan ParaPhzk
Pemkab Bayalsh tahun Pemerintahan di Darah Surakarta, | Rlomor: 1002021 i Antar Dizerah Solo | Rlomor - B36HB4EM- 82023 ehanomikreatf
Pemkab Sukoharo Bioyalzh Sukoharo, Karanganyar, | Rlomor: (3030762021 Rala Momor : BBBFAG012023 ~ Meningk ath.an kesejahteraan masyarakat
Pemkab Wonogii, Sragen, Klaten omar: HB4H03MaUIF0Z Plomor : 415 4301PKENI202} - Meningkathan PAD dan deviza
Katanganyar Nomor: KSBA021 Nomor: BEEF512023 mashberlzku
Pemkab Sragen Nomer: (RO0ZA0012021 Momor : BEEFHO0MEI20Z3
PemkabKlaten Hlomor : (13 6TAHUN 2021 Hlomor :04 TAHUN 2023
F Ketertiban Umum dan | Nomor - SPASIEEAI 24ou-23 BTahun UnysanKetentraman meningkatk an optimalis asi sarpras dalam ParaPhzk
Ketentraman, Penegakan Peraturan | Nomor 331 K103M 2012023 danketertiban Umum peryelenggaran Ketertiban umum dan
Pemnidang-Undangan Dizersh Serta | Nomor :333.134888012023 serta Perfindungan hetentraman, Penegak.an Perda serta
Pelindungan Masyarakat Mlomor: 3311232 Masyarakat f— pelindunganmasyarkat
Hlamor : 01954310
Nomer 716 212023
Nomor:0004.7 202967128
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1 . Wanogi e b |Tenang T Kcordne it} pedn Bogh Sucha fangaye, |/ VB4 IMU G212 THG2021) 6 Tahun Pertakan A DSl g |-AEA 1SN 228 2aK04 |5 Tahun [ - Blshy Keaspandaneipusikann Fatapihek
Sukaharin, Kerja Gama Daerzh Tahun g, ragenKen -3 KSBII02 00472423
Kabupaten i) o 1301 02 0011 2028 0032
Karamganar, 01086 TAHUN 2021 -2 Tahun 2024
- HEH2A2024
% Terpujudnga trzngportasinang aman,
Kerfa Samea Bidang Perhubungan Antar == et_—— | niyaman dan et serta mendorong ’
Daara s Subo ks uanogrten .ggg\:{:ﬂ,gger\nmuz; OBOM2024 6 Tahun | Unusan Perhubungan | Belaku petimbubinehoncmidan ParaPihak
SV Pk
- 55124004
& |Kab. Wonogii | Pemerintah Sukarela Keputugan Bupati Wonogii | J0ADMMZ024 | Diperbahani Werja Sama Penyelenggaraan Urusan | 100,37 40752024 23 September 2024 |5 Tzhun Optimalisasi Pengelolsan Pajah dan {1003 7M8A024 12 Desember 2024 |5 Tahun Eerlzky
Provingi Jawa Nomor f20.2117HHK 2024 pertzhun Pemerintahan - AIKSEr2024 OpsenPajak 0371630
Tengeh Tentang Tim Knardiiasi
IKeia Sama Dagtah Tabun
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2. KSDPK Tahun 2023-2024

REKAP DATA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

DATA DUKUNG
KETERANGAN/STATUS PELARS A AN]

URLISAN PEMERINTARAN | {MASIH BERIULAKN TN ATAL SUMBER
" e MITRA SERLA AR WING D ER LASAMAKAN TERDUPAT KERDALA DL A MANFART DANTINDAK LANILT | peypmiavaan
JUDLIL KESBER DL PES NOMOR PES TANGEAL PENETAPAN PES LURGEA WARTUPES PELAREANAAN]
1 n 51 Sumiber D2 Hamar : 01440/ 2 Mares 2023 men Mgk ian pen @tahuan dan | Pam Pick
upaten Wonogrimeihil | Tadharma Pesgun Mamar : 015/REUD)

ADhaema Pergunuan Tings

2 [ean wanogm Pemantaatan dan Pengelatn
fet PT_Eemta Aol indane

RO) di Eab Wonagim pengembang;

Masih berbiy

Wanogi

Wanogin

5 [ean wanogm

Wanogi

13 April 2023 Pendidikan Pam Pihak
Perganuan Tingg:
7 |ean. wanogm Pendidiien, Penciian, Dan  Pengembangan Tridhama Pergusuan Ting Pendidikan Masih herbio Pam Pihak
= [eab wanogm
El Wanagin P T TASPEMIPERSERO) eeney cengg: 79 Maret 7023 s Pemern; n bl yang menjad)
®antor Cihang Suskarta  Pelayanan Publk Pada Ma meon i kewenangan kewenangan FTTAGPEN
Pedayanan Publk d e cAntah dac

abupaten Wanogn

10 [eah. Wwanogm s Pendudiian Masih berbiy Meningiation ok
| etisiens) petsksanaan
Eabupaton Winagn Metal pem arintahan, pembangunan dan|
Pedaics Dharma e 2n ma.

Perganuan T

Masih berbiy men Ngiatian pen ylenggraan
e bangunan daerah ser
men gembangian tridhama
peTgURIaN ting@ melal
pendidikan, pencinan dan
pengabdan kepads ma

Wianagin

memaksimalicn peneragan m
Pengetahuan, Teknalog, Sanidan

Perganuan Tingg!

Wianagin Pelzkzanaan Keg
Tin gl dan Penyeies

Perganuan Tingg! Eampus Mesd cia

& Agustus 2023

Massih berbi
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14 (Eab. ‘Wonogd Sokolh Tinggl Bmu EerjaZama Bidang Praitk Lapangan Mahasioas, Pencliiandan  Mamor : 1013 15200 S T & Desember 2023 ZTahun Urusan Pendediian Mazih berbioy Meningiatian kuaitas sumber Pam Pihak
Leschaan MtraHusads  Pendidiian, Pencimandan  Pengabdon Magaraiot Program Studi HE 203 daya manusis dibidang kesehatan
Earanganyar Pengabdion Eepads Dipiyma Tiga Bebidanan, Pogram Sudi Meamar : 07T/ REUDYNNI023 dan Monngiatanpenglaman,

Mayagix Dipics ma Tiga Reiam Mad & infom 21 W2, pangRtatRin,
Eeschamn, Progem SudiSagns Teramn kctrampiian dan peribi pas
Manzjemen infomisl Keschatan, Program mahasizea dalam memberkan
Studi Sarjana Terapan Beschatan dan pelanan kepads masyarakat;
Eeselamatan Kerg, Progam Saud | Sarana
Eeperawatn dan Profesi Mors, Progem Saud|
Zarjana Kebidanan dan Pendidiien Prodesi
Bidan.

15 |E2b. Wanagid PTHank Pemiangunan  Pemanizatan Fasinasi Pengelaian Beuangan Badan Layanan Umum  MOMOR : 2674/HT0104/011/2023 22 Desomber 2023 ZTahun (21 Desember 25 |Urnusan Pemernhan wang | Masih berbiu mewupudiznpemantzaan Pam= Pihak

Daerah Jawa Tengah Pertan ian i Kzbupaen Dacrah Rumah S3 Umum eerahdr. HOMOR : 054/RELD/N 202 menjad BowEnangan fasiliims perbanian dalam
Wanogin Soedran Mangun Jumarsakupzen pemenntahdaerzh pongekilan kcuangn dzesh
Wanogin vang ehsien, efeid, transpanan,
dan akun ohed dikabupaten
Wiang @i,
Fasiliasl Lvanan Bank lateng Dalam WOMOR: 000 4 72/1299 21 Desamber 2023 STahun Urusan Pemernihan yang | Masih berbiu mewujudian pomanbkatan Pac Pihak
Menduinung Program Transais Mon Tunal Dan KOMOR: 2674/HT.0L04/010/203 menjadl kwenangan tasiiias perbanian dalam
Pengeloban Keuangan Pemarintzh Desa pemenntahd acrah pengeholaan keuangan dacah
wang ehsien, clekat, transparan,
dan akun @bl dikabupaten
Wana @ri.
Penerhren K2y Eredn Pemenintah Dacah  NOMOR 1 05/8PED/I/2023 3 Maret 203 1Tatun Uruzan PEMETRERNEN NG | dIpemanan per tEn peliGanaan pembyarandan  |Pam Pihd
HOMOR : OTOLHTO104/011/27023 menjad kewenangan penggunaand.engn KEPD dalam
pemenntahd aerah rangia penggunaan UP dapat
berpdan dengan cieitit dengan
tetan mempematicon prnsn
kchad hatian dan manajemen
risika.
SumtPeantahPoncion DanaSFZ0] Online  Mamar : 03/8PEDN'2023 0 e 7123 STahun Unusan Pemern@han yang | Masih berbiu peningiatan pecepatn lyanan |Pae Pihak
i Eahupaien Wanogin Hamar 1 0139/HT.01.04/011/203 menjad kawEnangan terhadan prases pencinan SFED
pemenntahd asrah Onine di Eabupaten Wanagin,
Penerimaan Pajak Daesh dan Retabus! MOMOR : 19//8PED// 2023 29 Desomber 023 ITaten Urusan Pemernmian wang | Masih berdiu TTEAINS SPRTRIRs PARA Fac Pihak
Pemaisian Eoioyan Dosoh Online Secara MOMOR @ B6T2/HTOL 040117023 o ool o enEng AN PIHAK dsiam melaisanaion
ot T ot B2 bupten Wanogrl pemenntahdaerzh penerimaan paRk dzerandan
retmbus pemsisin ieiayaan
dzerah anline e ha 5 ta hast
di Eabupaton Waon ogrl.

18 |Kab. Wanagid Unwemias Dorussalam Pelaicanaan Trdhaema Pend dikan Masih beriiu meningiaian mu ksesdan Pam= Pihak

50 nior Perguruan Tinggl Dedam rebesans pobisanan tug
Peryebnggasan Trid harma pergunaan tinggl
Pemeringhan dan
Pembangunan dikupzen
‘Wanagin




8K TKKSD DATA DUKUNG
ET= KETERANGANISTATUS
H — WITRA KEFA FEMERITARAN | e ax | MANFASTDANTINDAK | SUMBER
o SAMA LANIT
NOMOR TANGGAL TTO MASABERLAKU JUDUL KESEER NOMOR KESBER TANGGAL PENETAPAN JANGKA VRKTU JUDULPKS NOMOR PKS TANBGALPERETAPAN  yapicica viakru Prs ATAUTERDAPAT KENDALA
KESBER KESEER PKS DKERJASAMAKAN | ™ 1al st PEL AKSANAAN]
SIRSEIIEE ~EPKDAZIZE
Kerjasama Penanganan .
PT.PLNUnitinduk | Keputusan Eiupat e OV PiHKI0Z CHFO30500004202
5§;‘::§';fg;mh “gggﬂg‘ﬁ_‘%@g atas Tenaga Listik, Pemungutan dan Penyetoran Pajak lagmankepada
K Pembayaran Rekening Barang dan Jasa Tertentu Alas Tenaga Unsur penunjang
1 [ab. wonogii lmeus Vogtans | Tenang T oi0t/z02¢| D o 16 Februar 2024 5Th B ot 13Februari2024 5Th e masya ParaPHAK
it Pelayanan cordinasiKeria dan Opsrasional Listlk diKabupaten Wonagii eltikan
Pelinggan(UP3) | SamaDaerah Tahun o egiten
Sukohario 2 Sazial Perusahaan d
Kabupaten Wanogil.
- HBPKDIIR2024
i g
dan Pengelolaan Pajak.
CRCIIEs | Pen] Batang 4an Jasa Terterty
: K Pembayaran Rekening Barang dan Jasa Tertentu Alas Tenaga Unsur penunjang
2 |Kab. Yanogit Urit Pelajanan Tentang Tim oi0t/z02¢| D o P 16 Februar 2024 5Tahun B ot 13Februari2024 5Tahun e masya ParaPHAK
el e I dan Operasional I Listtik.di Kabupaten Wonagii i elistrikan
T EL TN Kelistrikan serta Kegiatan
Sazial Perusahaan d
Kabupaten Wonagiri
Keputuzan Bupati Tridharma -GEGIAIDI0NAIN 2024
Wanogiri Nomor
Universitss Vetersn | 120.2117HK 2024 :“9“;“3" Ty Dt Penyelenggarssn Pendid an, Pelathan,
3. |Kab. Wonogii Bangunhlusantara | Tentang Tim 3010112024 | Diperba-harui pertahun Fe"y“’:gzm‘j 28 Januari 2024 5§ Tahun Penelitiandan Pengabdian Kepada 1uli 2024 2Tahun ; P Para pihak
Sikohst Kacrdasiars S Masgasia RSOz el kesehitin
g;;”f DD Kabupaten Wonagiri
EErmEE ~TOKSERE 02 2IPKSIVIZIZE
sreeniaman - P-34Bilegal SCTVAVIIZ0Z4 - P-347ileqal SCTVAMIZOZE
) 1202ATHC 2028 Kera Sama Program ) ) ’ )
4. |ab. wonogii $T| Surya Cirs Tentang Tim 2010112024 Diperba-harui pertahun | Kamaval SCTH di 10 Jumi 2024 6Tahun Eega 55‘"‘5\7 rogram Kamaval SCTY di 12 Juni 2024 f"“a':‘a" dankewsiben | oo, katkan prom Para PIHAK
elevisi Koordiasicea Kiparen ronogil abupaten onogi erpenuti parinisata di Kab. Wonogii
Sama Daerah Tahun
024
Keputusan Bupali ~B2WRIRDIZIZY
Vonagiiomor Keris Sama di Eidang
5. |ab. vionogii Universitas Slamet. .y g i 30012024 | Diperb-harui pertahun, |7 endidian, Peneltian 19 Juni 2024 5 Tahaun 5 5 5 5 . . .
Fipdisuskans |1 danPengablianKepads |- ficamiz0ns
oordinasiKera raAnea
SamaCiserzh Tahun T
2024
Keputusan Bupati 4TET IOFVIFZ0z4. ~BBGalStkesphiPendfef2024
Sekaloh Trnagilm Vonagiiomor gz;‘;“g}:fjﬂs; Sumber | 1IKSER02 Palsksansan TriCharmaPerguruan |~ o SUDMAIZ02E Winingatkan kualtas
6. |ab. vionogii KesshatnPanti | Tentang Tim 30012024 | Diperb-harui pertshun | diKabupaten Wanogin 5uiz024 5 Tahun E’;ﬁi‘;’:’;gES;;';:’:S:‘:W”Q‘” 02-Sep-24|2 Tahun Fendidksn Mash Berlsky m:“;ﬁ;ﬁ'ﬂ:;fé‘;‘;‘;‘g‘)} Pars Pihak
Melali Tridharma Eea g pives
SamaDaerzh Tahun Perguruan Tinggi lasyarska)
2024
Fab. Wanogin Trigharma T Januan 202 STahin  Pelatihan,| - SSSATIVITZAZS TIuiz0z ZTahn Fara pihak
Masyarakat dan limu Perquruan Tingg Dalam Penelitian dan Pengabdian Kepada - S2/RSUDAYINZ024 sumber daya manusia dalam
iversi Penyelenggaraan Masyarakat, bidang kesehatan bak pada
eteran Bangun Wanaogiri Nomor Pemerintahan dan PIHAK KEDU maupun
Husantars Sukaharjer | 12021TPHIC2024 PIHAK KESATU melalui
3 Tentang Tim 2010112023 Diperba-haruipertahun |2y SR e penyelenggarsan perdidihan,
Koardinasi Kerja pelatihan, pensliian dzn
Sama Daerah Tahun pengemhangan kesehatan
2024 yang berorientas kepada imy
pengetahuan dan teknologi
ab. wonoain FT TASFEN Keputusan Bupati erja Sama Pelaganan |- JAN-0SIC 4 22024 T2 Agustus 2028 5 Tahun B B B B B B B
[Persera] Wonogiri Nomor Bagi Aparatur Sipil 23 /KSBI024.
1202ATHC 2028 Megara 4an Pansiunan di
10 Tentang Tim 010112024 | Diperba-harui pertahun | Lingkungan
KaordinasiKeria Pemeirtahan Kabupaten
Sama Dlaerah Tahun ‘Wanogii
024
PTPOS hdanesia (PERSERD)Kantar |- A Desember 2024 TTahun m
I Fos Wonogir TTEPEMJUALANKORF ORATHM!
(GHz24
-SEEKTIRIR0E
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3. Sinergi Tahun 2023-204

SINERGI FERENCANAAN DAN FEMEANGUNAN PUSAT ODAN DAERAH

[SINERGI)
NO MITRA JUDUL NOTA NOMOR NOTA TANGGAL JANGKA URUSAN KETERANGAN S5TATUS MANFAAT DAN SUMBER
KESEFAKATAN KESEFPAKATAN PENETAFPAN wWAKTU PEMERINTAHAN PELAKSANAAN TINDAKLANJUT |PEMEIAYAA
TANG DISINERGIKAN [MASIH BERJALANITIDAK ATAU N
TERDAFAT KENDALA
1| Universitas Megeri SINERGI FEMOIDIE AR, | Momor : TE304 UM 27K SI2023 8 Februari 2023 B Tahun Fendidikan masih berlaku meningk.atk.an dan Para PIHAEK
Semarang FEMELITIAR, Mormor : 032023 mengembangkan
FEMNGAEDIAR potensi kerja sama yang|
KEPADA berk aitan dengan bidang|
MASYARAKAT pendidikan, penelitian,
DAMPERIMGKATAR pengabdian kepada
DAY A SAING masyarakat, dan
DAERAH peningk.atan daya saing
daerah. n
2| Kejak=aan Megeri wWonogiri | Kerja Sama Bidang Mlomor : 15KSBR2023 26 Mei 2023 1Tahun Urusan pemerintahan yang masih berlaku [diperpanjang) melindungi kepentingan |Fara FIHAK
Hukum Ferdata, Tata | Momor : B-B51HM.336/G/06 2023 menjadi kewenangan hukum FIHAK KESATU
U=aha Megara pemerintah daerah terhadap permasalahan
hukum yang dihadapi
dalam bidang Perdata
dan Tata Usaha Megara
baik. di dalam maupun di
luar pengadilan.
3| Balai Pemasyarakata Kelas | Kerja Sama Mormor - 16IMKIZ023 28 Mei 2023 £ Tahun Uru=an pemerintakan yang masih berlaku pelayanan publik yang | Fara FIHAK
I Elaten Penyelenggaraan Momor ;WAL PASPAS 53-HH.04,02- menjadi kewenangan menjadi kewenangan
Pelayanan Publik. Pada ' 3102 pemerintak daerah Ealai Pemasyarakatan
Mal Pelayanan Publik. di Kelaz Il Elaten pada Mal
K.abupaten Wonogiri FPelayanan Publik. di
K.abupaten Wonogiri
quna memberikan
kemudahan kepada
masyarakat untuk
memperoleh pelayanan
publik. yang cepat,
mudah, transparan,
akurat, akuntabel,
infarmatif dan
terjangk.au.
4| Foliteknik Kesehatan FPenyelenggaraan Flomor : HELDZ0WIF LW ia32af2023 | 11 Agustus 2023 5 Tahun Uruzan Pendidik.an masih berlaku mendayagunakan Para PIHAK
Kementerian Kesehatan Tridharma Perguruan Flomor : 23KSBR023 potensi dan sumber
Surak.arta Tinggi di Kabupaten dayayang ada secara
Wanogin aptimal guna menunjang
proses pembangunan
yang berkelanjutan dan
berwawazan lingkungan
serta bermanfaat bagi
masyarakat Kabupaten
Whanogir.
B|BF.JS kesehatan Cabang | Optimalizasi Pragram | Momor : SWKTRMY-06M223 18 Desember 2023 |31 Desember 2024 | Urusan Kesehatan masih berlaku
Surak.arta Jaminan Kesehatan Mormor : 362023
Mlasional di Kabupaten
‘wonogir
& Sekolah Tinggi Agama Kerjasama Eidang 1200204 THE. 2023 & Februari 2023 diperbzharui setiap | Urusan Pendidikan Momor : B-34 2850 0207 IHM 000212023 1Mlaret 2023 B Tahun -
Buddha Megeri Raden Pendidik.an, Penelitian tahun Momor : IPkKRZ023
Wijaya Wonogini Jawa dan Pengabdian Kepada
Tengah Masyarakat di
K.abupaten Wonogiri
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SINERGI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH

(SINERGI)
KETERANGAN STATUS PELAKSANAAN SUMBER
MITRA JUDUL NOTA TANGGAL URUSAN PEMERINTAHAN | (MASIH BERJALANITIDAK ATAU TERDAPAT MANFAAT DAN
LB KESEPAKATAN ROROENUIEK SERAAN PENETAPAN | JANGKAWAKTU |y nG DISINERGIKAN KENDALA TINDAKLANJUT | PEMBIAYAAN
DALAM PELAKSANAAN)

1 Kantor Wilayah Direktorat Kerja Sama - 07/NKI2024 7 Juni 2024 5Tahun Urusan Pemerintahan yang |Masih Berlaku Memudahkan pelayanan|Para Pihak
Jenderal Pajak Jawa Penyelenggaraan - MK-1/WPJ . 32/2024 yag menjadi kewenangan publik masyarakat
Tengah |l Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Wonogiri

Mal Pelayanan Publik di
Kabupaten Wonogiri

2 Kantor Pertanahan Rencana Kerjatentang |- 500171149 .22 Februari 2024 (3 Tahun Uruzan Pertanahan Masih Berlaku Pecepatan Para Pihak

Kabupaten Wonogiri Sinergi Percepatan - 1/SKB-33.12. HP.01.04/1/2024 pensertipikatan dan
Pensertifikatan dan penanganan
Penanganan permasalahan tanah
Permasalahan Tanah aset Pemkab Wonoagiri
Aset Pemerintah
Kabupaten Wonogiri

3. Politeknik Kesehatan Penyelenggaraan - HK.03.01/4.2/0887/2024 23 Januari 2024 5Tahun Pendidikan Masih Berlaku
Kementerian Kesehatan Tridharma Perguruan |- 04/NK/204
Semarang Tinggi di Kabupaten

Wonogiri-

4. Kejaksaan Megeri Wonogiri |Kerja Sama Bidang - 08.1/KSBi2024 22 Mei 2024 1 Tahun Pemerintahan Umum bidang |Masih Berlaku
Hukum Perdata, Tata - B-523AM.3.35/Gs/05/2024 Hukum
Usaha Negara

5. Ombudsman Republik Peningkatan Kualitas - TOIORI-MOUMK2024 3 September 2024 |5 Tahun Pelayanan Publik Masih Berlaku

Indonesia Penyelenggaraan - 16 MKI2024
Pelayanan Publik di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonogiri

B. Badan Pelindungan Pekerja [Penempatan dan - 43KA-MoUMKS . 01NI2024 24 Juli 2024 5 Tahun Tenaga Kerja Masih Berlaku
Migran Indonesia Pelindungan Pekerja - 17MNKI2024

Migran Indonesia Asal
Kabupaten Wonogiri
7. BPJS Ketenagakerjaan Sinergi Pelaksanaan -MKSM/082024 30 Agustus 2024 5 Tahun Sosial dan Tenaga Kerja Masih Berlaku
Kantor Cabang Surakarta Program Jaminan - 24/MNKS2024

Sosial Ketenagakerjaan
di Kabupaten Wonogiri

8. Universitas Sebelas Maret |Penyelenggaraan - 26/MKI2024 25 September 2024 |5 Tahun Pendidikan Masih Berlaku
Tridharma Perguruan  |-134/UN27/KS(2024
Tinggi dan
Pengembangan
Sumber Daya Manusia

9. BPJS Kesehatan Kantor Optimalisasi Program |- 28/MK/2024 16 Desember 2024 |1 Tahun Kesehatan Masih Berlaku

Cabang Surakarta

Jaminan Kesehatan
MNasional

- TT4IKTRVI-06/1224
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4.2. Permasalahan Implementasi Kerja Sama Daerah di Kabupaten

Wonogiri

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang baik, tentu Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri.
Hal ini membutuhkan dukungan dan pelibatan berbagai pihak baik
itu kelompok masyarakat, kelompok usaha maupun Pemerintahan
lainnya. Semakin banyak Pemerintah Daerah memperoleh dukungan
dari pihak lain tentu akan semakin memudahkan Pemerintah Daerah
tersebut melaksanakan urusannya. Dukungan dan pelibatan dari
pihak lain ini diwijudkan melalui bentuk Kerja Sama Daerah. Kerja
Sama Daerah merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam
mengoptimalkan potensi Daerahnya, memanfaatkan potensi
Daerahnya serta menutupi kelemahan dan keterbatasan Daerahnya
dengan dukungan dari pihak lain.

Pelaksanaan kerja sama Daerah juga telah dimandatkan dalam
ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang
didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan
publik serta saling menguntungkan. Selanjutnya ketentuan mengenai
Kerja Sama Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah. Dalam Peraturan
Pemerintah dimaksud dilakukan pengklasifikasian Kerja Sama
Daerah yang antara lain meliputi Kerja Sama Daerah dengan Daerah
Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK), Kerja
Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) dan
Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL).
Kemudian untuk Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat dilaksanakan
dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
yang dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat para
pihak.
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Implementasi kebijakan kerja sama Daerah oleh Kabupaten
Wonogiri berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018
tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah
Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, karena hingga saat
ini belum memiliki Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.

Kabupaten Wonogiri hingga saat ini hanya melaksanakan kerja
sama daerah dalam bentuk KSDD, KSDPK, dan Sinergi dengan
beberapa Instansi. Pada pelaksanaannya tentu ditemukan kendala
khususnya dalam mengimplementasikan ketentuan regulasi di bidang
Kerja Sama Daerah khususnya terkait dengan ketatanaskahdinasan
kerjasama. Sebagai contoh dengan adanya pengklasifikasian format
dan prosedur kerja sama daerah dengan Pemerintah Pusat yang
berbentuk Sinergi dan dituangkan dalam bentuk dokumen Nota
Kesepakatan dikhawatirkan menjadi tumpang tindih dengan aturan
sektoral kerja sama di tingkat pusat yang dimiliki oleh masing masing
Kementerian dengan format yang berbeda sehingga menjadikan
pelaksanaannya kurang efektif. Sesuai ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama
Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak
Ketiga Sinergi diwujudkan dalam bentuk dokumen Nota Kesepakatan
yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat
dengan isi dan format yang telah ditentukan pada Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 dimaksud. Sedangkan
KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL implementasinya dalam bentuk
Kesepakatan Bersama (MoU) yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian
Kerja Sama. Pengklasifikasian dokumen kerja sama ini menyebabkan
kesulitan bagi Pemerintah Daerah saat akan menjalin kerja sama yang
pihaknya terdiri dari berbagai unsur baik Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah lain dan juga melibatkan Pihak ketiga.
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Dengan adanya pengklasifikasian dokumen dimaksud tidak
jarang  dilapangan  mengakibatkan = ketidakefektifan = dalam
penyusunan naskah dokumen kerjasama khususnya ketika dalam
suatu kerja sama daerah terdapat berbagai pihak yang terdiri dari
unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dan juga Pihak Ketiga
bahkan Pemerintah Desa. Ketidakefektifan tersebut terkait dengan
Kesulitan pada saat penyusunan naskah kerjasama yang memuat hak
dan kewajiban atau tugas dan tanggung jawab para pihak yang
terlibat dalam kerjasama yang pada dasarnya saling terkait satu sama
lain.

Selain itu, dalam rangka melaksanaan Kerja Sama, tidak jarang
Pemerintah Daerah membutuhkan peran Pemerintah Pusat, namun
demikian Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) memiliki regulasi
sektoral masing-masing yang mengatur mengenai tahapan
pelaksanaan, para pihak yang dapat bekerja sama dan juga dokumen
kerja samanya dengan format tersendiri. Sebagai contoh Peraturan
Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Kesepakatan Bersama Dan Perjanjian Kerja Sama Di Kementerian
Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang mengatur tahapan
penyusunan kerjasama dan format kerjasama termasuk dengan
Pemerintah daerah dengan Naskah Kesepakatan Bersama dan
ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama. Sehingga pada dasarnya
masih ada beberapa pengaturan kerja sama di Pemerintah Pusat
(Kementerian/Lembaga) yang secara format naskah kerjasama belum
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tetang
Kerja Sama Daerah, sehingga terjadi potensi disharmoni antar
peraturan perundang-undangan yang mengatur kerja sama ditingkat

Pemerintah Pusat.
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4.2.1. Potensial Isu
Dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Kabupaten
Wonogiri hanya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama
Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan
Pihak Ketiga. Namun perlu menjadi catatan bahwa selain kendala
actual yaitu terkait Format Naskah Dokumen Kerjasama, terdapat
potensial isu yang dapat muncul dalam kerja sama daerah, antara

lain sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kerja Sama dengan Pemerintah Desa
Kabupaten Wonogiri memiliki cakupan wilayah yang
sangat luas terdiri dari 25 kecamatan, 43 kelurahan,
dan 251 desa. Melihat banyaknya jumlah Desa tentunya
banyak juga potensi yang dimiliki oleh masing-masing Desa
tersebut. Desa memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik termasuk
pembangunan tidak jarang Pemerintah Desa terlibat bersama
dengan Pemerintah Daerah menjadi subyek kerjasama. Terkait
hal ini, tidak jarang menimbulkan ambiguitas atau multitafsir
apakah dalam penyelenggaraan Kerjasama Daerah dapat
melibatkan Pemerintah Desa sebagai subyek kerjasama
mengingat belum ada pengaturan yang mengatur bagaimana

pola hubungan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan
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Pemerintah Desa dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

2. Penyelenggaraan Kerja Sama pada Badan Layanan Umum
Daerah

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana
teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnya. Fleksibilitas adalah
keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan
menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa. BLUD bertujuan untuk memberikan
layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis,
transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek
Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan
pemerintah  daerah  yang  pengelolaannya  dilakukan
berdasarkan didelegasikan oleh kepala daerah.

Pemerintah Kabupaten Wonogiri menerapkan pola
pengelola keuangan BLUD pada Perangkat Daerah yang
membidangi kesehatan yang berada dibawah koordinasi Dinas
Kesehatan Kabupaten Wonogiri yaitu pada RSUD dr. Soediran
Mangun Sumarso dan UPTD Puskesmas. Berdasarkan Pasal
90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, pada dasarnya unit
pelaksana teknis dinas/badan daerah yang menerapkan
sistem BLUD dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain,

untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
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Selanjutnya sesuai amanat ketentuan Pasal 91 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, bahwa Tata cara kerja sama
dengan pihak lain diatur dengan peraturan Kepala Daerah,
namun demikian belum ada pengaturan mengenai Kerjasama
BLUD Pemerintah Kabupaten Wonogiri dengan Pihak Lain
yang dapat menyebabkan penyelenggaraan kerjasama BLUD.

3. Kerjasama Daerah Dengan Badan Usaha Milik Daerah

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan
termasuk dalam pelayanan publik, kerja sama daerah menjadi
salah satu alternatif untuk menangani keterbatasan sumber
daya. Dalam pelaksanaan kerjasama Daerah, tidak jarang
ditemui perlunya pelibatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dalam suatu peaksanaan kerjasama tertentu dimana BUMD
menjadi subyek kerjasama bersama Pemerintah daerah
pemilik BUMD.

Sesuai ketentuan Pasal 22 Permendagri Nomor 118 Tahun
2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran,
Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik
Daerah, menyebutkan bahwa BUMD dapat bekerjasama
dengan pihak lain. Melihat definisi pihak Lain dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tidak dijelaskan
secara rinci, sehingga dapat menimbulkan
ambiguitas/multitafsir dalam penyusunan naskah kerjasama,
apakah BUMD dapat bekerja sama dengan pihak lain termasuk
Pemerintah Daerah yang menjadi pemegang saham dari BUMD

dimaksud.
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4. Urgensi Persetujuan DPRD dalam Kerja Sama Daerah

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan
oleh oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.
Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah
berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi
yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda,
anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah
melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Perda dan kebijakan
Daerah.

Berdasarkan penjelasan secara rinci diatas, bahwa antara
kepala daerah dan DPRD merupakan mitra yang sejajar. Dalam
hal ini DPRD dapat memeberikan pertimbangan-pertimbangan
dalam menjalankan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Kepala daerah. Maka DPRD dapat memeberikan pertimbangan
pertimbangan yang terkait dalam peaksanaan kerja sama yang
dilakukan oleh suatu daerah. DPRD adalah perpanjangan
tangan rakyat di pemerintahan daerah, sehingga
persetujuannya memastikan bahwa kerja sama yang dijalin
sejalan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah terkait
penyelanggaraan KSDD perlu persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah. Kemudian Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
menegaskan terkait maksud dari persetujuan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah adalah dalam hal rencana KSDD
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membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan
KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan
belanja daerah tahun anggaran berjalan. Ketentuan Pasal 30
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah juga mengatur terkait persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam hal KSDPL kerja sama
kabupaten/kota kembar/bersaudara.

Dewasa ini Kabupaten Wonogiri belum pernah
melaksanaan baik KSDD yang membebani masyarakat dan
daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran
berjalan maupun KSDPL kerja sama kabupaten/kota
kembar/bersaudara. Hal ini berdasar hukum apabila selama
ini dalam hal kerja sama daerah tidak menunggu persetujuan
DPRD Kabupaten Wonogiri. Namun dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
berkaitan dengan KSDD yang membebani masyarakat dan
daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam
anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran
berjalan tidak diatur dengan jelas. Sehingga Kabupaten
Wonogiri perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja
Sama yang kemudian mengatur lebih lanjut terkait kerja sama
yang membebani masyarakt. Karena dalam hal ini mekanisme
persetujuan bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan
mencegah terjadinya pembebanan biaya yang tidak perlu
kepada masyarakat, menjaga keuangan daerah/desa
dengan memastikan bahwa kerja sama yang dilakukan tidak
mengganggu keuangan daerah atau desa, dan meningkatkan
kualitas kerja sama dengan menjamin bahwa kerja sama
dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan

peraturan yang berlaku.
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4.3. Sasaran yang Akan Diwujudkan Terkait Implementasi Kerja

Sama Daerah di Kabupaten Wonogiri

Keban (2010) menjelaskan bahwa kerjasama antar daerah
menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan pembangunan
di daerah. Dengan kerjasama antar daerah maka sebuah
permasalahan dapat diselesaikan secara lebih holistik, dan skala
kekuatan pendanaan juga akan semakin meningkat. Dan dengan itu,
permasalahan-permasalahan pembangunan di kawasan perbatasan
dapat diatasi dengan lebih efektif. Di lapangan, ternyata apa yang
difikirkan para ahli tentang “the power of partnership” ternyata
disambut dengan antusias. Hal ini terlihat dari telah tumbuh dan
berkembangnya berbagai bentuk kerjasama daerah yang telah ada
Pratikno (2007).

Kerja sama daerah (KAD) merupakan sarana memantapkan
hubungan dan keterikatan antardaerah dalam kerangka NKRI,
menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi
antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan
pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal daerah.
Kerjasama daerah merupakan usaha/kegiatan yang dilakukan
pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan dan
meningkatkan asessabilitas pembangunan daerah. Pengkajian ini
melakukan identifikasi terhadapat pelakasanaan kerjasama daerah
yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Kerjasama daerah
mendorong berbagai pihak termasuk pemerintah daerah itu sendiri
yang berdasarkan keinginan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan
pelayanan dan peningkatan kualitas. Keyakinan terhadap kerjasama
daerah dapat meningkatkan ekonomi daerah, dengan didukung
peraturan daerah dan juga sumberdaya aparatur pelaksanaan
kerjasama daerah yang memiliki kompetensi sehingga pemerintah

daerah memiliki kemampuan dan tidak menjadi bulan-bulan
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pengusaha di daerah sehingga pemerintah daerah memiliki
kemampuan yang mumpuni dalam pelaksanaanya.

Selama ini Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan Kerja
Sama Daerah hanya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama
Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak
Ketiga, dimana Kabupaten Wonogiri sendiri belum memiliki Peraturan
Daerah tentang tentang Kerja Sama Daerah. Maka diperlukan upaya
mengkonstruksi pengaturan kerjasama daerah ke depan. Perlu
dibangun suatu konsep penyelenggaraan kerjasama yang ajeg dan
harmonis dengan seluruh regulasi sektoral yang mengatur kerjasama
yang melibatkan berbagai unsur sebagai subyek kerjasama baik
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota,
BUMD dan Unit Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD
mengingat dalam penyelenggaraan kerjasama tidak jarang melibatkan
berbagai unsur terkait.

Sasaran yang perlu dilakukan Kabupaten Wonogiri untuk
menjamin penyelenggaraan kerja sama daerah berjalan efektif dan
efisien, meskipun selama ini telah merujuk padaPeraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja
Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan
Pihak Ketiga, maka diperkukan:

1. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dengan menyusun konsep
Surat kepada Menteri Dalam Negeri perihal usulan/saran
perbaikan regulasi di sektor Kerja Sama Daerah khususnya
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun

2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain
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Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan regulasi sektoral

lainnya, yang pada intinya memuat:

a. Kebijakan pengaturan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan, agar
dikaji ulang agar tidak menjadi kendala dalam penyusunan
format dokumen naskah kerjasama yang melibatkan berbagai
pihak;

b. Perlunya kejelasan pengaturan terkait dengan kedudukan,
prosedur dan bentuk dokumen kerjasama yang melibatkan
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa, Pemerintah
Pusat, BUMD, termasuk penyelenggaraan kerjasama oleh Unit
Perangkat Daerah yang menerapkan sistem BLUD;

c. Melakukan upaya penyamaan persepsi dan sinkronisasi
terhadap regulasi sektoral ditingkat Pemerintah Pusat
(Kementerian/Lembaga) terkait dengan pengaturan dokumen
naskah kerjasama yang melibatkan Pemerintah Pusat sebagai
subyek kerjasama dalam hal akan penyelenggaraan kerjasama
daerah.

2. Mengoordinasikan terkait dengan penyusunan Peraturan Daerah
tentang Kerjasama BLUD sebagaimana amanat Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan
Umum Daerah bersama unsur isntansi terkait sebagai pedoman
dalam penyelenggaraan kerjasama BLUD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri.

3. Menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
tentang Kerja Sama Daerah guna menjamin kepastian, keadilan,
dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan kerja sama

daerah.
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BAB V

PENUTUP

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA



5.1. Simpulan
Simpulan dari hasil pemetaan yang telah dijelaskan dalam
kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi eksisting implementasi kerja sama daerah di Kabupaten
Wonogiri hanya merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama
Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan
Pihak Ketiga dan belum memiliki Peraturan Daerah tentang Kerja
Sama Daerah.

2. Permasalahan implementasi kerja sama daerah di Kabupaten
Wonogiri yang dirasakan perangkat daerah yang membidangi kerja
sama adalah terkait tumpeng tindih pengaturan terkait nota kerja
sama dengan pemerintah pusat, selain itu juga dalam hal kerja
sama daerah terdapat potensial isu yaitu terkait Penyelenggaraan
Kerja Sama dengan Pemerintah Desa, Penyelenggaraan Kerja
Sama pada Badan Layanan Umum Daerah, Kerjasama Daerah
Dengan Badan Usaha Milik Daerah, dan penegasan terkait
persetujuan DPRD dalam KSDD dan KSDPL

4. Sasaran yang akan diwujudkan terkait implementasi kerja sama
daerah di Kabupaten Wonogiri adalah melakukan koordinasi
dengan Pemerintah Pusat terkait hal-hal yang menjadi kesulitan
Kabupaten Wonogiri dalam penyelenggaraan kerja sama, dan
melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan
Daerah tentang Kerja Sama Daerah guna menjamin kepastian,
keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan kerja

sama daerah.

57 I LAPORAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN



5.2. Saran
Adapun saran yang bisa diberikan terhadap penelitian ini
adalah sebagai berikut:

1. Perlu menjadi bahan pertimbangan untuk dilakukan penyusunan
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja
Sama Daerah guna menjamin kepastian, keadilan, dan
kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan kerja sama daerah.

2. Perlu  dilakukan  kerjasama daerah dalam  kerangka
intergovernmental network yang sangat bermanfaat dalam
mengidentifikasi masalah bersama dan pertukaran informasi
antar daerah, mengidentifikasi dan pertukaran tehnologi atau
sumberdaya yang ada di masing masing daerah, peningkatan
kapasitas daerah, pembuatan strategi atau program bersama

antar daerah, dan bahkan bagi pembuatan kebijakan bersama.
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